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KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

. bahwe dengan berlakunya Perawuran Daerah Nomor 04

Tehun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Maluku Tengahserta Peraturan Bupati
Nomor 43 Tahun 2016 teniang Kedudukan, Susuran
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku
Tengah, maka periu dilakukan penjabaran ftugas pokok dan
fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Terigah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupat
Maluku Tengah.

Undang-Undang Nonior 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkatll Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1645);

. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupa}ten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lernbal.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)
sebagaimana telah diubeh dengan Undang-Undang Nomor 6 -
Tahun 2000 tentang Perubahun Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
’;‘gg%ga;[a Barat7(§,emharan Negara Republik Indonesia Tahun
omor , Tambahan Lermbaran N i
Indonesia Nomor 3961); cgara Republik
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
gegara il;er’?barﬁnthgwa Fepublik Indonesia Tahun 2003
omor 4/, lambahan Lembaran Negara R i i
Nemor daben g epublik Indonesia
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003
tent

Pembentukgn Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaztgﬁ
Seram .Bag1an Barat dan Kabupaten Kepulauan Ary g;j
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesie:

Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 4350); Lembaran Negara



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repnublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44Z8);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lemtaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Ncmer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomror 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Ncmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemecrintah Nomcer 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan atas Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Perierintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Neger1 Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
PeraturanPemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomo: 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Permerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Noraor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);




16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang
Pengelolnan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4278);

17. Peraturan Peme-intah Nomo.: 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor '65, Tambahan ILembaran Negara
Republik Indonesia Nomcr 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lemharan Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomour 04
Tehun 2016 tentung Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Maluku Tengah- (Lembaran Daerah
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);

20. Peraturan Bupati Maluku Teagah Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Da<rah
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 2695),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS FOKOK

DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU
TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dergan :

1.
2.

%

© N o0

Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

PemerintahanDaerah addlah  penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beverta Perangkat Daerah Otonom yang
lain sebagai Badan Eksekutit Daerah;

Bupati adalah Bupati Maluku Tengah;
Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenang .n Daerah;

Dinas Perhubu.agan adalah Dinas Perhubungan Kabupa“er. Maluku Tengah;
Perangkat Daerah Kabupaten acalah ursur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah dalam penyelenggarcan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenar.gan Daerah; . e

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerimahan yang mgnjadx kewenangan
Presiden yang pclaksanaannya dilakukar oleh kementerian Negara dan
penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan,

dan menyejahterakan masyarakat;



10. Kebijaken adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar
rencana dalam pelaksunaan suatu pckerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

11. tlabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
Jawab., wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi;

12, Jakatan Fungsional adalah kedudukan yang mcnunjukan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu Satuan Organisasi j(ang dalam

pelaksanaan tu :asnya di dasarkan pada %eahlian dan atau ketrampilan tertentu
yang bersifat m: ndiri;

BAB 11

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISAS!

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan TFungsi
Pasal 2

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
perhubungan. ’
(2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 4

Dinas Perhubungan dalam melaksanaka:a tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3,
menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;

Pelaksanaun evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;

Pelaksanaan administrasi Dinas pcrhubungan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

©poop

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :

a. Kepala Dinas; .
b. Sekretariat, membawahi : '
1. Sub Bagian Umum dan Kepzgawaian
2. Sub Bagian Keuangan .
3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ‘
c. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawabht :
1. Seksi Pemanduan Moda dan Telinologi Perhubungan
2. Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan



d. Bidang Prasarana, membawaht :

e.

>

1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana
2. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prascrana
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :

1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan

2. Seksi Pengujian Sarana

Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 1

KEPAL/ DINAS

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok. membantu Bupati dglam
penyelenggaraan tugas di bidang perhubungan agar dapat berjalan dengan optimal.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayac (1), Kepala
Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

a.

TR e a0 T

menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan bidang perhubungan;

mengkoordinasikan perumusan perencanaan Dinas Perhubungan;
menyelenggarakan pecrumusan kebijakan di bidang perhubungan;
mengkoordinasikan pelaksanasn tugas Dinas Perhubungan;

membagi tugas kedinasan kepada bawahan;

memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
mengendalikan pembinaan administrasi dan aparatur Dinas Perhubungan;
mengendalikan permantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perhubungan;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 7

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan
pembinaan dan pemberian dukungan teknis serta administrasi Dinas agar
berjalan optimal.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagairana dimaksud pada ayat (2}, Sekretaris
mempunyai fungsi:

a.

b.

SR Mo A

menghimpun dan melaksanakaa peraluran perundang-

berhubungan dengan bidang tugas; g P BAUIRCERERR  yang
mengkoordinasikan penghimprnan bahan dan data untuk perumusan
perencanaan;

menyelenggarakan pengelolaan administrusi umum dan pemberian dukungan
teknis untuk mendukung kelancaran tugas Dinas;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekre.a-iat;

membagi tugas kedinasan kepada bawahan;

memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



(1)

(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Pasal 8

Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Umumn dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian .‘erencanaan dan Evaluasi

Masing-masing Sub Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Aan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan bidang tugas;

b. menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;

c. menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan

dokumentasi, penataan organisasi dan tatalaksana;

melaksanakan koordinasi kepegawaiun dan dukungan administrasi umum

Dinas;

melaksanakan urusan kerumahtanggaan Dinas;

membagi tugas kedinasan kepada bawahau;

memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

o
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Pasal 10

Sub Bagian Keuangen mempunyai tvgas pokok melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat di bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (1),Sub
Bagian Keuangan mempunyai tungsi :

a. menghimpun dan melaksar.akan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan bidang tugas;

menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;

menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Keuengan;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

melaksanakan pcnatausahaan keuanzan Dinas;

melaksanakan koordinasi pengelolaan asset Dinas;

membagi tugas kedinasan kepada bawahan;

memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawzhan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang dib:rikan oleh atasan.

S N NN N

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasimemnpunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat di bidang Ferencanaan dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebzgaimana @maksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan dan Evaluasi memgpunyai fungst :




(1)
()

(3)

(1)

(2)

(2)

menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan bidang tugas;

menghimpun bahan dan data sebagai bahan pereicanaan, .
menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evalu asi;
melaksanakan penyusunan dockumen anggaran danperencanaan dinas;
melaksanakan monitoring dan evaluasi serca laporan kegiatan;
membagi tugas kedinasan kepada bavahan;

memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
melaporkan hesil pelaksanaan tugas keparla atasan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

'
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Paragraf 3

BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

Bidang Pengembangan dan Keselumatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Pengembangan dan Kesclamatan mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas

di bidang pemanduan moda dan teknologi perhubungan dan lingkungan

perhubungan dan keselamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi:

a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan bidang tugas;

b. mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan

perencanaan;

menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan

keselamatan;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan keselamatan;

membagi tus as kedinasan kepada bawahan;

memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahari;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan

melaksanakan tugas lain yang diterikan olen Kepala Dinas.

o
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Pasal 13

Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawabhi:

a. Seksi Pemanduan Moda dan Teknoiogi Perhubungzan;

b. Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan;

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Pasal 14

Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembar.gan dan Keselamatan di bidang

pemanduan moda dan teknologi perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi:

a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan bidang tugas;

b. menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;

c. menyiapkan rencana kerja Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubangan;



(2)

(1)
(2)

(3)

d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemanduan moda dan teknologi pe-hubungan;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan
moda dan teknologi perhubungan;

membagi tugas kedinasan kepada bawahan;

memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahar;

melaporkan nasil pclaksanaan tugas kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

®
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Pasal 15

Scksi  Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan mempunyai .ugas pokok
mclaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan di bidang
Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayut (1), Seksi

Lingkungan Perhubungan dan Keselamaian mempunyai fungsi:

a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan bidang tugas;

menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;

menyiapkan rencana kerja Seksi Lingkungan Perhubuangan dan Keselamatan;

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di  bidang

lingkungan perhubungan dan keselamatan,;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan

perhubungan dan keselamatais;

f. melaksanakan pengaaditan dan inspeksi kes:lamatan lalu lintas jalan di jalan
kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana dan fasilitasi
manajemen;

g. melaksanakan penanganan kcselamaian di jalan kabupaten, fasilitasi promosi

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan

angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan.

membagi tugas kedinasan kepada bawahan;

memberikan peniaian terhhadap pelaksanaan tugas bawahan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberiken oleh atasan.

aoo
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Paragraf 4
BIDANG PRASARANA

Pasal 16

Bidang Prasaranadipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kkepala Dinas
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian dan perawatan prasarana.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Prasaranamempunyai fungsi:
a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan bidang; tugas;
b. mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan
perencanaan; ) o
menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang prasarar a;
mengkoordinasikan pelaksanz an tugas bidang prasaran;
menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana
membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
memberikar penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;

RS0 Q0




(1)

(2)

(1)

(1)

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepaia Dir_las; dan
i melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Prasarana, membawalii:

a. Secksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;

b. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana;

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pala ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepa'a Bidang;

Pusal 18

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prusarana mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasaranadi bidang Perencanaan dan

Pembangunan Prasarana. . '

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai fungsi:

a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan bidang tugas;

b. menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan,

c. menyiapkan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;

d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan
dan Pembangunan Prasarana;

f. melaksanakan penetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan lokal;

g. melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas
parkir, peribangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan
pengumpan okal, '

h. melaksanakan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan lokal;

i. melaksanakan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan
lepas landas helikopter;

j. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;

k. memberikan penilaian terhadap pe'aksanaan wugas bawahan;

1. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Seksi Pengoperasian dan Perawat.n Prasarana mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasaranadi bidang Pengoperasian dan

Perawatan Prasarana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pengoperasian dan Perawatan Prasarana mempunyai fungsi:

a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan bidang tugas;

b. menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;

c. menyiapkan rencana kerja Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana,;

d. melaksanakan penyiapan bahan pe-umusan di bidang Pengoperasian dan
Pcrawatan Prasarana;

e. melaksanuan kebijakan scrtaevaluasi dan pelaporan di bidangPcngoperasian
dan Perawatan Prasarana;




(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1

~

(2)

i han
f melaksanakan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabu

engumpul lokal; _ N

g. fnelisalr)lakan penertiban izin pengoperas;an pelabuhan sela.ma 24 jam,

h. Melaksanakan izin pengoperasian pzlabuhan peqyeberangan,

i. melaksanakan penertiban izin pengelolaan Terminal Untuk Kepent
(TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal; a
melaksanakan pengelolaan penertiban izin usaha, pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan;

Melaksanakan izin pengcmbangan pelabuhan; _
Melaksanakan pengelolaan penerbitan izin pange.olaan terminal;

. membagi tugas kedinasan kepada bawahar;
memberikan penilaian terkadap pelaksanaan tugas bawahan;
mclaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atusan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan.

ingan Sendiri
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Paragraf S
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
Pasal 20

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan d.pimpin oleh seoraag Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Dinas mengkoordinasikan, membina dan mzangendalikan pelaksanaan tugas di

bidang lalu lintas dan angkutan dan pengujian sarana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

lalu lintas dan angkutanmempunyai fungsi:

a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan bidang tugas;

b. mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan

perencanaan;

menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas dan angkutan;

menyiapkan bahan svaluasi dan pelaporar di bidang lalu lintas dan angkutan;

membagi tugas keainasan kepada bawahan;

memberikan penilaian terhadap pelaksanaan fugas bawahan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

MR S0 A0

Pasal 21

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:

a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;

b. SeksiPengujian Sarana;

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh se
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidZ;a;g

Pasal 22

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di bidang lalu lintas dan angkutan 8
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘%.eksi lal
lintas dan angkutan mempunyai fungsi: P v
a. menghimpun dan melaksanakan

: peraturan perundang-undang;
berhubungan dengan bidang tugas; g-undangan yang



(1)
(2)

oo

opgr

menghimpun bahan dan data sebagai bahan peiencanaan,

menyiapkan rencana ke.ja Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; ‘
melaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan
angkutan; )
melaksanakan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, pgnyedman
perlengkapan, pelaksanaan iekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan dan
persetujuan analisa dampak lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota;
melaksanakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan
penyeberangan, penetapan lintas  penyeberangan dan  persetuyjuan
pengoperasian kapal dalam dacrah kabupaten/ kota yang terletak pada jaringan
jalan kabupaten/kota untuk kapal yang melavani penyeberangan dalam daerah
kabupaten/kota;

melaksanakan penyediaan  angkutan umum untulk: jasa angki tan orang
dan/atau barang dalam Dacrah kabupaten/kota;

melaksanakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan
perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana umum
jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) Daerah kabupaten/kota, penerbitan
izin penyelenggara angkutan orang dalami trayek pedesaan dan perkotaan
dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapail tarif kelas ekonomi untuk
angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta
angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalm
kabupaten/kota;

Melaksanakan izin usaha angkutan laut (SIUPAL) bagi badan usaha yang
berdomosili dalam daerah kabupaten/kota dan penerbitan izin usaha angkutan
laut pelayaran rakyat (SIUPER) bagi orang perorangan atau badan usaha yang
berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah
kabupaten/kota;

menetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang Kkelas ekonomi dan
kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah
kabupaten/kota;

. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam

kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah
kabupaten/kota, dan penerbitan ijin penyelenggaraan taksi dan angkutan
kawasan (:tentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah
kabupaten/l.ota; '
membagi tugas kedinasan kepada bawahan;

. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang dibcrikan oleh atasan.

Pasal 23

Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan schagian tugas
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di bidang pengujian sarana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengujian Sarana mempunyai fungsi:

a.

.o

> OR&O

menghimpun dan melaksanakan peraturan  perundang-undangan yang
berhubungan dengan bidang tugas;

menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;

menyiapkan rencana kerja Seksi Pengujian Sarana;

menyiapkan bahan perumusan dan pe.aksanaan kebijakan di bidang pengujian
sarana

melaksanakan kegiatan di bidang pengujian sarana;

melaksanakanevaluasi dan pelaporan di bidang pengujian sarana;
melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin
usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; )

. membagj tugas kedinasan kepada bawahan;



i, memberikan penilaian terhadap peiaksanaan tugas bawahan;
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Dinas
sesuai keahlian dan/atau ketrampilan tertentu dalam rangka merndukung kelancaran
pelaksanaan tugas pokok Dinas.

Pazal 25

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Feraturan ini, terdiri
dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang

keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir

oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaanya bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB II1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah

Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan

tidak berlalku "agi.



Pasal 27
4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejal: tanggal diundangkan.

Agar §P:tiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditctapkan di Masohi
pada tanggal (4 Februari 2017

MALUKU TENGAH OL,{,

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMCR : 283



